
 

 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

 NOMOR 188/ 354 /KPTS/013/2021 

TENTANG 

PETA PROSES BISNIS PROVINSI JAWA TIMUR 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang: a. bahwa peta proses bisnis merupakan diagram yang 

menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien 

antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai 

dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan 

keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku 

kepentingan; 

 b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 

Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis 

Instansi Pemerintah, penyusunan peta proses bisnis 

dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah, dengan 

ruang lingkup meliputi seluruh kegiatan dan lingkungan 

instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan dokumen 

rencana strategis dan rencana kerja organisasi; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Provinsi 

Jawa Timur; 

 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 

1950); 

 

2. Undang-Undang . . . 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020    

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025; 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :   

KESATU : Peta Proses Bisnis Provinsi Jawa Timur, dengan diagram/peta 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini. 

 

KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU merupakan acuan bagi Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk 

menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien 

guna menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi 

sehingga menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi 

pemangku kepentingan sekaligus dasar bagi unit kerja dalam 

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP). 

 

KETIGA: . . . 
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KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan.  

 

  Ditetapkan di Surabaya 

  pada tanggal  17 Juni 2021       

   

  GUBERNUR JAWA TIMUR, 

   

ttd 

 

  KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN   

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR   188/354/KPTS/013/2021 

TENTANG PETA PROSES BISNIS PROVINSI JAWA 

TIMUR 

 

PROSES BISNIS PROVINSI JAWA TIMUR 

LEVEL 0 
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LEVEL 2 
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GUBERNUR JAWA TIMUR, 
 

 
                  ttd 

 
 

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 


